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The result of the research showed that the position of the Bank and the 
clients in a credit contract is never in balance. The reason of PT Bank Mandiri for 
applying the requirement for Single Banker in giving credit to debtors is merely to 
apply prudential principle. The legal consequence of its implementation of 
applying the requirement for Single Banker in credit contract of PT Bank 
Mandiri, Tbk related to the Law on Hypothecation is that it will be legally null 
and void because it is contrary to Law No. 4/1996 on Hypothecation. In practice, 
however, a credit contract is never legally null and void because of applying the 
requirement for Single Banker since it is generally practiced by the banks in 
Indonesia.  
It is recommended that Bank Indonesia as the establisher and supervisor 
of the National Banking standardize the content of credit contract of each bank 
operating in Indonesia by paying attention to the balance in right between a 
debtor and a bank. In order to make it balanced and righteous in the obligation of 
creditor and debtor, before signing the credit contract, both parties should 
understand its content so that the right and obligation of clients can be completely 
understood. 
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I. Pendahuluan 
 Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk 
perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya.
1
 Lembaga 
perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis 
dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan 
sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) 
dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana lack of funds).
2
 
Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan 
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berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta 
melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perkonomian. 
Istilah kredit berasal dari bahasa Latin ”credere” (lihat pula “credo” dan 
“creditum”), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggrisnya 
“faith” dan “trust”).3 Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang 
memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur 
(nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu 
dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan 
(membayar kembali) kredit yang bersangkutan.
4
 Dalam menciptakan suatu 
kepercayaan antara para pihak maka dibutuhkan berbagai informasi dari nasabah 
yang akan diminta oleh pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan 
kredit. 
Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan 
debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara 
tertulis. Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit 
diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Klausula-klausula atau 
syarat-syarat dalam perjanjian itu telah dibuat oleh bank secara sepihak dan dalam 
kolom-kolom tertentu dikosongkan, kolom-kolom yang kosong tersebut biasanya 
dalam bentuk angka seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu kredit. 
Namun, untuk klausula-klausula atau syarat-syarat lainnya telah ditentukan oleh 
pihak bank secara sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang 
dibuat merupakan perjanjian baku.
5
 
Bagi para pihak yang akan menandatangani suatu perjanjian khususnya 
perjanjian kredit perlu mempelajari dengan cermat apa yang menjadi hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian kredit (dalam praktik dikenal juga 
dengan istilah akad kredit) sebelum dilakukan penandatanganan. Hal ini penting, 
mengingat dalam perjanjian kredit terdapat klausula-klausula atau syarat syarat. 
Artinya ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitur, bila tidak 
                                                          
      
3
 Bambang Fitrianto, Hukum Jaminan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, (Medan: Pustaka 
Bangsa Press, 2013), hal. 24.  
      
4
 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2001), hal. 236. 
      
5
 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 49. 




dipatuhi akan mempunyai konsekuensi antara lain berupa denda yang tentunya 
dapat merugikan debitur. 
Di dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri, Tbk 
berisikan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank memberikan batasan-
batasan yang tidak boleh dilakukan oleh debitur (Negative Covenant)
6
 selama 
dalam masa pemberian kredit. Pelarangan atau pembatasan tersebut dilakukan 
dalam rangka memperkuat posisi bank selaku pemberi pinjaman.
7
  
Salah satu klausula atau syarat yang wajib dimasukkan dalam perjanjian 
kredit PT. Bank Mandiri, Tbk tersebut adalah Syarat Berbankir Tunggal yang 
berarti bahwa selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, debitur tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank tidak diperbolehkan menerima 
pinjaman dari pihak lain manapun juga dan menjaminkan kembali objek 
jaminannya didalam perjanjian kredit kepada bank lain .
8
 Sementara terkait 
dengan masalah ini, jika dilihat bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa suatu objek Hak Tanggungan dapat 
dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih 
dari satu utang.
9
 Apabila suatu objek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari 
satu Hak Tanggungan maka masing-masing Hak Tanggungan diberikan peringkat 
yang ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan.
10
 Hal 
ini tentunya harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak agar tidak ada yang 
merasa dirugikan dengan aturan yang berlaku di dalam isi perjanjian kredit 
tersebut. 
Bila dilihat isi dari syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank Mandiri 
tersebut, maka perjanjian kredit itu identik dengan perjanjian baku. Dengan 
demikian juga tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni adanya 
kesepakatan yang bila ditinjau dari asas umum hukum perjanjian nasional 
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Debitur 
tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam 
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menentukan isi perjanjian. Karena itu tidak memenuhi elemen yang dikehendaki 
pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpdt) yakni adanya asas 
konsensualitas.  
Sebenarnya jika dilihat dari situasi di mana perjanjian kredit itu disusun 
secara sepihak oleh perbankan adalah tidak logis karena kepentingan debitur tidak 
dilindungi oleh perjanjian itu. Bahkan yang nyata-nyata tampak ialah sejauh mana 
kepentingan debitur (peminjam) dilindungi karena debitur tidak mempunyai hak 
untuk mengubah atau memodifikasi perjanjian baku itu. Perjanjian ini dapat 




Sehingga dalam perjanjian kredit tersebut satu hal yang paling menonjol 
adalah posisi bank dalam keadaan kuat dalam arti lebih banyak hak daripada 
kewajibannya sedangkan posisi debitur sangat lemah dalam arti lebih banyak 
kewajiban daripada haknya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ” Analisis Hukum 
Terhadap Ketentuan Syarat Berbankir Tunggal Dalam Penyediaan Kredit Kepada 
Debitur (Studi Pada PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Medan) “ 
 
Perumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kedudukan bank dan nasabah dalam perjanjian kredit? 
2. Mengapa bank mempersyaratkan ketentuan berbankir tunggal khususnya 
pada PT. Bank Mandiri Tbk dalam penyediaan kredit kepada debitur? 
3. Bagaimana risiko hukum terhadap penerapan syarat berbankir tunggal 
pada perjanjian kredit PT. Bank Mandiri Tbk? 
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 
ini ialah :  
1. Untuk mengetahui kedudukan bank di dalam pemberian kredit kepada 
nasabah debitur apakah seimbang atau tidak. 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan tujuan dari PT. Bank 
Mandiri Tbk membuat persyaratan berbankir tunggal di dalam penyediaan 
kredit kepada debitur. 
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3. Untuk mengetahui risiko hukum yang terjadi pada perjanjian kredit di PT. 
Bank Mandiri Tbk, yang telah menerapkan ketentuan syarat berbankir 
tunggal. 
II. Metode Penelitian  
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :  
a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :  
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
4) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang 
Medan. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya 
ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti 
kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
menggunakan : metode penelitian kepustakaan (library research). Untuk lebih 
mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada 
informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih 
dahulu.  
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam pemberian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah 
sebagai debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan bank sebagai pemberi kredit 
lebih kuat dibandingkan calon nasabah penerima kredit. Padahal dengan mengacu 
pada prinsip kebebasan berkontrak yang merupakan „ruh‟ dan „nafas‟ sebuah 
kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam 
berkontrak pihak-pihak yang diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. 
Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang bagi 
para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model 




kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak 
seimbang, dan tidak adil. Kontrak yang demikian seringkali diibaratkan dengan 
pertarungan antara “ David vs Goliath “, dimana berhadapan dua kekuatan yang 
tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai  bargaining position kuat (baik 
karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun skill yang diposisikan sebagai 
Goliath) dengan pihak yang lemah bargaining positionnya (yang diposisikan 
sebagai David). Dengan demikian  pihak yang lemah bargaining positionnya 
hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (taken for granted), 
sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar 
akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi ada dua 
alternatif pilihan bagi pihak yang lemah bargaining postion-nya untuk menerima 
atau menolak (take it or leave it).
12
 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja 
setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak 
memasuki atau menghadapi untuk memasuki perjanjian, maka pembuatan 
perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya 
sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam membuat perjanjian dan 
melaksanakan perjanjian itu adalah antara dua mitra janji dan bukan dua lawan 
janji. Terutama pada pembuatan perjanjian kredit bank, asas kemitraan itu sangat 
diperlukan. Landasan asas pada pembuatan perjanjian kredit bukan saja karena 
bekerjanya asas itikad baik, tetapi juga karena bagi bank nasabah debitur adalah 
mitra usaha bank. Oleh karena itu bank dan nasabah debitur harus saling menjadi 
mitra, maka dalam perjanjian di antara mereka tidak boleh ada yang lebih kuat 
kedudukannya. 
Berdasarkan wawancara dengan pejabat bagian kredit di PT. Bank 
Mandiri, Tbk, ada beberapa alasan mengapa bank mempersyaratkan ketentuan 
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1. Prinsip kehati-hatian bank 
Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa 
bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati 
dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal 
ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 
2. Untuk menghindari resiko terhadap PT. Bank Mandiri, Tbk akibat pelaksanaan 
syarat dan ketentuan eksekusi jaminan yang mungkin prosedur atau 
kebijakannya berbeda antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan bank lain (yang 
menerima Hak Tanggungan kedua). 
3. Menghindari terjadinya konflik kepentingan antara kedua bank yang 
memasang Hak Tanggungan terhadap objek jaminan yang sama. 
4. Menghindari terjadinya kerugian bank baik secara materi maupun nama baik 
bank. 
5. PT. Bank Mandiri, Tbk beranggapan apabila terjadi wanprestasi, eksekusi 
terhadap objek Hak Tanggungan yang dibebankan oleh dua kreditur atau lebih 
akan mengalami kesulitan. 
Ketentuan syarat berbankir tunggal ini diterapkan untuk semua jenis-jenis 
kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Mandiri, Tbk. Kewenangan penghapusan 
atau persetujuan perubahan klausula atau syarat tersebut harus disetujui oleh 
Pemegang Kewenangan Memutus Kredit atau Komite Kredit selaku pemangku 
kewenangan untuk memutus dan menyetujui penyediaan kredit kepada debitur 
setelah mendapat rekomendasi dari Legal Group / Legal Officer.
14
 
Dari hasil wawancara dengan pejabat bagian kredit di PT. Bank Mandiri, 
Tbk, beliau juga mengatakan bahwasanya hampir secara umum bank-bank di 
Indonesia menerapkan syarat berbankir tunggal ini yang tertulis di dalam salah 
satu klausula negative covenant perjanjian kredit bank. Namun penerapannya 
berbeda-beda yaitu dilarang atau dihindari sama sekali seperti PT. Bank Mandiri, 
Tbk, ada bank yang bisa mencegah debiturnya untuk tidak melanggar persyaratan 
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tersebut dan ada juga bank yang tidak bisa mencegah debiturnya karena sudah 
terlanjur dilakukan oleh debitur tersebut.
15
 
Sementara terkait dengan syarat berbankir tunggal tersebut di atas, jika 
dilihat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan dijelaskan bahwa satu objek hak tanggungan bisa dibebankan 
terhadap dua kreditur atau lebih guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. 
Melihat ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan dapat terjadi atas suatu objek Hak Tanggungan yang sama, bisa 
diletakkan lebih dari satu beban Hak Tanggungan untuk satu utang yang sama. 
Hak Tanggungan tersebut masing-masing harus dituangkan dalam Akta 
Pemberian Hak Tanggungan sendiri-sendiri. 
Namun pada praktek di Bank khususnya PT. Bank Mandiri, Tbk, tidak 
menerima pengajuan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang dibebankan 
lebih dari satu Akta Pembebanan Hak Tanggungan untuk dibebankan terhadap 
dua bank atau lebih. Oleh sebab itulah PT. Bank Mandiri, Tbk menetapkan satu 
syarat yang dilarang dilakukan oleh debitur yaitu menjaminkan kembali objek 
jaminannya kepada pihak lain dan menerima pinjaman dari pihak lain (Syarat 
Berbankir Tunggal) selama perjanjian kredit masih berjalan. Hal ini tentunya 
harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak agar tidak ada yang merasa 
dirugikan dengan aturan yang berlaku di dalam isi perjanjian kredit tersebut. 
Syarat berbankir tunggal yang merupakan kebijakan dari PT. Bank 
Mandiri, Tbk telah dibakukan secara sepihak dan ditawarkan kepada debitur 
dalam bentuk formulir. Debitur hanya diberi kesempatan untuk membaca dan 
kemudian diperhadapkan dengan pilihan menerima atau menolaknya. Dalam 
praktek yang sering terjadi pilihan selalu pada menerima karena kredit tidak akan 
pernah keluar apabila ia tidak menerima syarat tersebut yang terdapat dalam 
perjanjian.  
Penerapan syarat yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk 
melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan. 
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Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya 
peraturan tentang perkreditan diperjelas sehingga dapat dijadikan panduan dalam 
pemberian kredit. Di sisi lain, pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam 
mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah 
upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang 
disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. 
Dikaitkan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata), yang mentapkan sebagai berikut : “suatu causa adalah terlarang 
apabila causa itu dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan moral 
atau dengan ketertiban umum”16, maka ini berarti bahwa Undang-Undang juga 
memberikan perlindungan terhadap debitur khususnya dalam kaitannya dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 5 ayat (1) 
yang berhubungan dengan penerapan syarat berbankir tunggal dimana bank 
khususnya PT. Bank Mandiri, Tbk tidak memperbolehkan debitur mejaminkan 
kembali objek jaminannya terhadap bank lain (syarat berbankir tunggal)
17
, 
sementara di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan 
mengatakan “Suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu 
Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang” itu berarti objek 
jaminan tersebut dapat dijaminkan kembali kepada bank yang sama maupun bank 
yang lain. 
Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum kepada para 
pihak untuk tunduk dan taat pada perjanjian yang telah mereka sepakati. Oleh 
karena itu suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara 
sepihak kecuali salah satu pihak telah melakukan pelanggaran yang dapat 
membatalkan perjanjian tersebut yang tertuang didalamnya. Maka sebaiknya isi 
perjanjian memberikan kepastian hukum yang adil kepada para pihak agar tercipta 
ketertiban dalam pemenuhan isi perjanjian. 
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Walaupun perjanjian dalam bentuk seperti ini pada akhirnya disepakati 
oleh para pihak, namun tetap saja mengandung risiko hukum perjanjian menjadi 
batal demi hukum karena mengandung syarat yang bertentangan dengan Undang-
Undang khususnya bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan. Akan tetapi dalam prakteknya tidak ada suatu 
perjanjian menjadi batal demi hukum apalagi mengenai penerapan syarat bebankir 
tunggal hampir diterapkan pada praktek bank di Indonesia. 
 
IV. Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan 
1. kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah 
seimbang. Kedudukan bank sebagai pemberi kredit lebih kuat dibandingkan 
calon nasabah penerima kredit. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang 
itulah yang dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausul-klausul yang 
memberatkan nasabah debitur. 
2. Penerapan syarat berbankir tunggal dalam penyediaan kredit kepada debitur 
pada PT. Bank Mandiri,Tbk didasarkan karena prinsip kehati-hatian bank, 
untuk menghindari risiko terhadap PT. Bank mandiri, Tbk akibat pelaksanaan 
syarat dan ketentuan eksekusi jaminan yang mungkin prosedur atau 
kebijakannya berbeda antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan bank lain (yang 
menerima Hak Tanggungan kedua), menghindari terjadinya konflik 
kepentingan antara kedua bank yang memasang Hak Tanggungan terhadap 
objek jaminan yang sama, menghindari terjadinya kerugian bank baik secara 
materi maupun nama baik bank, dan PT. Bank Mandiri, Tbk beranggapan 
apabila terjadi wanprestasi, eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan yang 
dibebankan oleh dua kreditur atau lebih akan mengalami kesulitan. 
3. Risiko hukum dari perjanjian kredit yang bersifat baku tersebut bagi debitur 
(nasabah) adalah debitur (nasabah) harus tunduk pada syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah dibakukan sepihak oleh 
bank tanpa adanya hak debitur untuk melakukan negoisasi atau meminta 
perubahan atas syarat dan ketentuan penyediaan kredit terhadap debitur. 
Sedangkan risiko hukum bagi PT. Bank Mandiri, Tbk terhadap penerapan 




syarat berbankir tunggal dalam perjanjian kredit adalah menjadi batal demi 
hukum, karena mengandung syarat yang bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Akan tetapi dalam prakteknya 
tidak ada suatu perjanjian kredit menjadi batal demi hukum karena menerapkan 
syarat bebankir tunggal, mengingat syarat dan ketentuan berbankir tunggal 
tersebut secara umum diterapkan oleh praktek perbankan di Indonesia.  
B.  Saran 
1. Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas Perbankan Nasional seharusnya 
membakukan dan menjelaskan semua isi perjanjian kredit setiap bank yang 
beroperasi di Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan hak diantara 
debitur dan kreditur. Agar hak dan kewajiban kreditur dan debitur terdapat 
keseimbangan yang memenuhi rasa keadilan. 
2. PT. Bank Mandiri, Tbk sebaiknya tidak hanya memperhatikan keuntungan atau 
kemungkinan kegagalan pengembalian kredit semata. Dalam hal penerapan 
syarat berbankir tunggal, PT. Bank Mandiri, Tbk seharusnya menjelaskan 
terlebih dahulu kepada calon nasabah debitur pada saat sebelum dilakukan 
penandatanganan perjanjian kredit, agar dapat dipahami dan dimengerti serta 
dirumuskan dalam kata-kata dengan kalimat yang jelas bahwasanya dengan 
adanya syarat tersebut maka calon nasabah debitur yang telah menyetujui 
syarat dan ketentuan tersebut tidak dapat menggugat bank dengan dasar 
Undang-Undang Hak Tanggungan. Dan dalam Surat Penawaran Pemberian 
Kredit (SPPK) PT. Bank Mandiri, Tbk harus ditegaskan bahwa syarat dan 
ketentuan berbankir tunggal tersebut mengabaikan hak debitur untuk 
memasang Hak Tanggungan kepada pihak lain sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Pasal 5 ayat (1). Serta bank harus memberikan kesempatan yang 
cukup bagi debitur untuk mengetahui isi dari perjanjian kredit tersebut. 
3. Bagi calon nasabah debitur, sebelum menandatangani isi perjanjian kredit bank 
sebaiknya memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian kredit tersebut, agar 
hak dan kewajiban nasabah debitur dipahami secara menyeluruh. Dan bagi 
Notaris diharapkan dapat berperan sebagai penasehat hukum bagi debitur dan 
kreditur dalam rangka menciptakan kondisi kepastian hukum yang akan 




berimplikasi kepada terlaksananya proses perjanjian kredit yang sempurna dan 
bertanggungjawab terhadap apa yang telah disetujui bersama. Sehingga 
diharapkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit, seluruh hak dan kewajiban 
para pihak termaktub secara sempurna tidak ada pihak yang terabaikan hak dan 
kewajibannya dan dengan demikian maka akan tercipta kondisi bank yang 
sehat dan terhindar dari risiko hukum. 
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